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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

1.1. Kesimpulan 

Good governance merupakan tata kelola pemerintahan yang baik. 

Tentang bagaimana suatu bangsa mendistribusikan kekuasaan dan mengolah 

sumber daya dan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Governance 

meilbatkan pelaku-pelaku yang berkepentingan atau stakeholder yang pada 

dasarnya terdiri atas pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat madani. 

Ketiga pilar tersebut akan menjadi penentu apakah finalisasi kebijakan dapat 

memberikan arah baru dalam kehidupan publik. Karena tanggungjawab untuk 

menentukan arah pembangunan di daerah bukan saja tanggungjawab 

pemerintah tetapi, tanggungjawab semua komponen yang terlibat untuk 

mewujudkan good governance. 

Berdasarkan hasil analisis dan temuan serta pembahasan pada bab-bab 

sebelumnya maka pada bab ini peneliti akan membuat suatu kesimpulan serta 

memberikan saran-saran diharapkan mampu mendatangkan manfaat bagi 

Kecamatan Donggo terkait penerapan pembangunan infrastruktur jalan oleh 

Pemerintah Kabupaten Bima dalam mewujudkan Good Governance dapat 

berjalan sebagaimana mestinya. 

Adapun hasil penelitian ini yang dapat peneliti sajikan antara lain 

sebagai berikut : Penerapan Good Governance Guna Peningkatan 

Pembangunan Infrastruktur Jalan (Studi Kasus Di Kecamatan Donggo 

Kabupaten Bima) dilihat dari indakator partisipasi masyarakat bahwa di 
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Kecamatan Donggo masyarakat telah memperbaiki beberapa titik jalan rusak 

dari hasil swadanya. Memperbaiki jalan rusak murni dan ikhlas dilakukan 

oleh masyrakat setempat karena melihat jalan rusak yang tidak perbaiki 

selama bertahun-tahun. 

Dari segi transparansi pemerintah Kabupaten Bima dalam 

penyelenggaraan atau tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-

prinsip good governance yang ditandai dengan transparansi masih belum 

maksimal dilaksanakan, terbukti Pemerintah Kabapaten Bima dalam 

mengimplementasikan prinsip-prinsip good governance mengenai 

keterbukaan informasi publik jauh dari apa yang diharapkan.  

Sementara dari segi akuntablitas pemerintah Kabupaten Bima selama 

ini menunjukkan hasil yang tidak bisa diterima. Jalan rusak selama lima tahun 

di Kecamatan Donggo Kabupaten Bima benar-benar tidak pernah diperbaiki. 

Penerapan prinsip good governance mengenai tanggungjawab atau 

akuntabilitas tidak dilaksanakan dengan baik dan efektif.  

5.2 Saran  

Adapun saran penulis mengenai Penerapan Good Governance Guna 

Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Jalan (Studi Kasus Di Kecamatan 

Donggo Kabupaten Bima) ialah : 

1. Untuk pemerintah Kabupaten Bima harus bisa mengejewantahkan 

kebutuhan masyrakat khususnya yang ada di Kecamatan Donggo.  

2. Pemerintah Kabupaten harus bisa memahami logika pembangunan 

melalui pemerataan pembangunan infrastruktur jalan. 
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3. Pemerintah Kabupaten Bima harus segera merealisasikan perbaikan 

infrastruktur jalan karena memang masyarakat Kecamatan Donggo dalam 

aktivtasnya sehari-hari terhambat dan terganggu akibat jalan rusak. 

4. Pemerintah Kabupaten Bima harus menggunakan logika kemanusiaan 

agar terjemahan pembagunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat 

Kecamatan Donggo. Masyarakat Kecamatan Donggo menelan pil pahit 

dan ketidakadilan pembangunan seperti panggang jauh dari api selama 

lima tahun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

100 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Ajat Sudrajat, dkk. 2022. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan dan 

Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Di Desa Kidang Pananjung Kecamatan 

Cililin Kabupaten Barat. Jurna Fisipol Ilmu Pemerintahan Universitas 

Bale Bandung. Vol. 6 No.1, Januari 2022 

Anas, H. 2015. Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola 

Pemerintahan Desa Triharjo Kecematan Sleman Kabupaten Sleman. 

Yogyakarta: Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI 

Andini, R. 2017. Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam 

Meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Camat 

Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara. Jurnal Ilmu Pemerintahan. 

Vol. 5 No. 4, Oktober 2017 

Bahru, R. 2016. Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Proyek 

Pembangunan Jalan Di Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak, Provinsi 

Banten. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Sultan Ageng 

Tirtayasa: Banten 

Basri. 2007. Kepemimpinan Yang Baik Dalam Mewujudkan Good Governance. 

Jakarta: Bina Rupa Aksara 

Cahyadi, A. 2016. Penerapan Good governance Dalam Pelayanan Publik (Studi 

Tentang Kualitas Pelayanan Elektronik kartu Tanda Penduduk Berbasis 

Good Governance di Kecamatan Sukolilo Surabaya). Jurnal Penelitian 

Administrasi Publik. Vol. 2 No. 2, Oktober 2016 

Duadji, N. 2012. Good Governance Dalam Pemerintah Daerah. MIMBAR. Vol. 

28 No. 2, Desember 2012 

Hasibuan. 2011. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara. 

Kartini. 2011. Perilaku Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi. Jakarta: Raja 

Grafindo Persada. 

Kartono. 2010. Pemimpin dan Kepemimpinan. Jakarat: Raja Grafindo Persada 

Kasmira, Alyas, Sudarman. 2020. Strategi Pemerintah Dalam Pembangunan 

Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Gowa. 

https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index. Vol. 1 No. 3, 

Desember 2020 

Lucow S. 2013. Eksistensi Good Gogernance Dalam System Pemerintahan 

Daerah Di Kota 

Manado. Jurnal. Universitas Sam Ratulangi : Manado. Hlm 8 

https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index


 

101 
 

Safrijal, M. Nasir Basyah, Hasbi. 2016. Penerapan Prinsip-Prinsip Good 

Governance Oleh Aparatur Pelayanan Public Di Kecamatan Kluet Utara 

Kabupaten Aceh Selatan. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan 

Kewarganegaraan. Vol. 1 No. 1, Agustus 2016 

Sedarmayanti. 2019. Sumber Daya Manusia Dan Produktivitas Kerja. Bandung: 

CV Mandar Maju. 

Sinambela. 2011. Reformasi Pelayanan Publik; Teori, Kebijakan, dan 

Implementasi. Jakarta: PT. Bumi Aksara 

Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Pendidikan  Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta 

Syakrani dan syahriani. 2009. Good Governance. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

Wahyu, S. 2018. Kebijakan Pemerintahan Daerah Dalam Pembangunan 

Infrastruktur Jalan di Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor Tahun 

2012.  Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Syarif 

Hidayatullah: Jakarta 

Wiwiek Kusumaning Asmoro, dkk. 2019. Akuntabilitas dan Transparansi 

Pengelolaan Dana “ Prodamas” Dalam Mewujudkan Government 

Governance Di Tingkat Keluruhan Pemerintah Kota Kediri. Jurnal Owner 

Riset dan Jurnal Akutansi, Vol 3. No. 2, Agustus 2019 

https://www.suarantb.com/2022/08/26/tak-tersentuh-pemda-warga-dua-desa-di-

kabupaten-bima-kompak-perbaikan-jalan-rusak/.\ 

https://ntbsatu.com/2022/12/21/jalan-rusak-jabatan-politik-dan-7-tahun-bima-

ramah.html. 

https://www.mediadinamikaglobal.id/2022/08/desak-bupati-bima-perbaikan-jalan-

rusak.html 

https//katada.id/songsong-77-tahun-indonesia-merdeka-infrastruktur-jalan-bima-

masih-terjajah/. 

 

 

 

 

https://www.suarantb.com/2022/08/26/tak-tersentuh-pemda-warga-dua-desa-di-kabupaten-bima-kompak-perbaikan-jalan-rusak/
https://www.suarantb.com/2022/08/26/tak-tersentuh-pemda-warga-dua-desa-di-kabupaten-bima-kompak-perbaikan-jalan-rusak/
https://ntbsatu.com/2022/12/21/jalan-rusak-jabatan-politik-dan-7-tahun-bima-ramah.html
https://ntbsatu.com/2022/12/21/jalan-rusak-jabatan-politik-dan-7-tahun-bima-ramah.html
https://www.mediadinamikaglobal.id/2022/08/desak-bupati-bima-perbaikan-jalan-rusak.html
https://www.mediadinamikaglobal.id/2022/08/desak-bupati-bima-perbaikan-jalan-rusak.html


 

102 
 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian 

 



 

103 
 

Lampiran 2. Lembar Konsultasi Skripsi 

 

  

 

 



 

104 
 

 

  



 

105 
 

Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian 

Wawancara bersama Camat Donggo 

 

Wawancara bersama Kepala Desa Kala 

 

Wawancara bersama Kepala Desa O’o 

 

 



 

106 
 

Wawancara bersama Kepala Desa Mpili 

 

Wawancara bersama Mayrakat Kecamatan Donggo Desa Kala 

 

Wawancara bersama Masyarakat Kecamatan Donggo Desa O’o 

 

 



 

107 
 

Wawancara bersama Masyarakat Desa Mpili 

 

 

Kondisi jalan Desa Kala 

 

Kondisi jalan Desa O’o 

 



 

108 
 

Kondisi jalan Desa Mpili 

 

Kegiatan gotong-royong jalan penghubung Desa O’o ke Desa Kala 

 

Kegaiatan gotong-royong masyarakat Desa Mpili 

 


